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Hal : Penyampalan Data Tingkat Inflas] Nasional
dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto
Tahun 2018

Ylh. Para Gubemur

di
Saluruh Indonesla

Sehubungan dengan penatapan upah minimum tahun 2019, diminta agar Gubemur
menetapkan upah minimum dimaksud sesual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78
Taehun 2015 tentang Pangupahan (PP No. 78 Tahun 2015), sebagal berikut :

1. Gubernur waib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019.

2. Gubemur manetapkan upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi
Dewan Pengupahan Provinsl (Depeprov).

3. Bagl provinsi yang maesa jabatan Dewan Pengupahan Provinsinya telah berakhir,
gubemur agar segera membenluk Depeproy yang baru,

4. UMP tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubemur sccama
serenlak pada fangga! 1 Novembar 2018.

5. Gubernur dapat (tidak wallb) menetapkan Upzh Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
unluk Kabupaten/Kola tertenlu (yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi
dari UMP).

6. UMK tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan selambatlambatnya pada tanggal
21 November 2018, :

7. UMP dan UMK yang lelah ditelapkan oleh Gubermur sebagaimana tersebut di atas
berlaku terhitung mulal tanggal 1 Januarl 2019.

8. Bardasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayal (2) PP No. 78 Tahun 2015, penetapan UMP
dan UMK tahun 2018 menggunaken formula perhitungan upah minimum, yaltu :

UM, = UM, + (UM, x {Inflasl, + % A PDBy)}

Keterangan :
UM, :  Upah minimum yang akan ditetapkan.
UM, :  Upah minimum tahun berjalan.
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10.

11.

Inflash  : Infasl yang dihitung datl pariodo Septomber tahun yang laly
sampal dengan perodo Septomnbar tahun barjalan, .

APDB, : Pertumbuhan Progyk Domesllk Brulo yang dihltung dar
perumbuhan Produk Domeslik Brulo yang mencanpkup perlode
kwartal Il dan IV tahyn sebelumnya dan periodo kwartal | dan [

lahun bedalan,
Dala inflasl naslonal dan pertymbuyhan ekonomi naslonal (pertumbuhan Prodyk
Domestik Bruto) yang akan digunakan untuk menghilung upah minimum tahun 2013
bersumber darl Badan Pusal Stalistik Republik Indonesla (BPS RI). Berdasarkan
Surat Kepala BPS R| Nomor B-218/8PS/1000/10/2018 Tanggal 4 Oklober 2018,
Inflasi naslonal dan Pertumbuhan ekonomi nasional yailu

a. Inflasi Nasional sebesar 2,88% (dua koma dolapan puluh delapan perseny;

b. Pertumbuhan Ekonom| Nasional (Pertumbuhan PDB) sebasar 6,16% (lima
koma lima belas parsen).

Dengan demikian, kenalkan UMP dan/alau UMK tahun 2019 berdasarkan data Inflasl

Naslonal dan Pertumbuhan Ekonoml Nasianal yaitu 8,03% (delapan kema nol tiga

persen)

Berdasarken Pasal 63 PP No 78 Tahun 2015 lentang Pengupahan, bagl daerah
yang upah minimumnya (UMP danfatay UMK) pada 1ahun 2015 masih dibawah nilal
kebutuhan hidup layak (KHL), wa|lb menyesuaikan upah minimumnya sama dengan
KHL paling lambat pada tahun 2019,

Terdapat 8 (delapan) provins| yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL,
yaitu pravinsi:

1. Kalimantan Tengah 5. Musa Tenggara Timur

2. Goronlalo 6. Papua Baral

3. Sulawes| Barat 7.  Maluku

4. Nusa Tenggara Baral 8. Maluku Ulara

Perhilungan UMP dan/atau UMK bagl daerah yang upah minimumnya masih
dibawah nilai KHL menggunakan formula perhitlungan upah minimum sebagal
berikut:

UMn = UM, + (UM, x {(Inflae) + % A PDB,) + % Adj}]

Kelerangan ;

UM, : Upah minimum yang akan ditetapkan.

UM, :  Upah minimum tahun berjalan.

Inflasl, : InNasl yang dihitung dar parode September tahun yeng lalu
sampal dengan periode September lahun berjalan.

4PDBy : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari
pertumbuhan Produk Domeslk Brulo yang mencangkup perioda
kwarlal Ill dan IV lahun sebelumnya dan perlode kwartal | dan ||
tahun berjalan.

Ad] : Panyesualan besaran persentase unluk pencapalan Upah
Minimum sama dengan KHL.
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12. Pengupshan diatur dalam peraturan porundang-undangon yaltu Undang-undang
Nemor 13 Tahun 2003 tentang Ketanngakotjnan dan PP No. 78 Tnhun 2015.
Penetapan Upah Minimum menggunakan farmuln parhitungon upah minimum
merupakan pregram stralegls naslonal ynng mnsuk dnlnm Pnkat Kabljakan Ekonoml
Jind IV,

13. Sanksi bagl Kepala Daerah dan/atau Wakll Kepala Doernh yang tidak malaksannkan
program strategis naslonal ;

a. Dalam pasal 658 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Cacrah, diatur
bahwa Kepala Daerah dar/atau VWakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan
program stralegls nasional dikenal sanksl adminlstratif barupa teguran terlulis
cleh Mented untuk Gubemur danfalau Wakil Gubernur serta oleh Gubomur
sebagal wakil Pemerintah Fusal untuk Bupall dan/atau Wakil Bupali atau Wall
kota dan/atau wakil Wall kols.

b. Dalam hal teguran tertulis telah disampalkan 2 (dua) kall berturut-turut dan telap
lidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dibarhentikan
semenlara selama 3 (tiga) bulan.

¢. Selanjulnya apebila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah lelah selesal
menjalan] pemberhentian sementara, telap lidak melaksanakan program slralegis
naslonal, yang bersangkutan diberhanlikan sebagal kepala daerah dan/atau wakil

kepala daerah.

14. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Juga diatur bahwa kepala daersh dan/atau wakil
kepala daerah yang tidak mentaali seluruh kelentuan peraturan perundang-
undangan dapat diberhentikan sebagal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala

Daerah sesual kelentuan pasal 78 ayal (2), pasal 80 dan pasal 81.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, diminta bantuan Saudara untuk dapat
menyampaikan cata dan informasi dimaksud kepada Bupati dan Wali kota seriz Dewan
Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kahupaten/Kota di wilayah Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
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Tembusan :

1. Presiden Republik Indoneslia;

2. Wakil Presiden Republlk Indonesia;

3. Menler Koordinalor Bidang Perekonomian:
4. Menleri Dalam Negeri;

5. Kepala Badan Pusal Statistik:
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